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PARAREM D[,SA ADAT BUKIT CATU
NOMOR: 01 TAHfiN 2021

TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAI{

PRAJURU DESA,4D,4I BUKIT CATU

MURDACITTA

Desa Bukit C-atu sebelurnnya bemarna Giri Kulak stdah ada sejak l7t6 masehi tepaarya pada $a.l,1u itu
Raja Kmngas€m meminta pada Ida Pedanda Nyoman Buruan dari Goiya Sibetan agar tinggal dan
menjadi Sulinggih didelod Bukit yaitu a\Blnya di beri tempat oteh Raja Karangasem di Selumbung
sebelah utam Pura Dalenr selama 2 (dua) tahur 8 (delapan) bulan tinggal disana lda Pedanda Nyoman
Burufi selalu sakit-sakitan , akhimya memohon kernbali pada Raja r:ntuk pindah mencari tempat yang
baru Dalam mediasinya Ida Pedanda Nyoman Buruan mendapal pehmjuk bohwa dimana ada Asap
Meryepul (Asep Mumbul) disanalah beliau harus tinggal, al*rimya di temukan adalah s€buah mala air
yang mengelua*an asap mengepul (asep Mumbul ) yaitu ada di Giri Kulab yang merupqkan bagrar dari
Desa Adat Sehunbmg. Desa Gin Kdak di dnikan oteh Bnpal Trah yaitu : Tmh Bnhmana (Sulinggrh),

Tmh Pase( Trah Tetabah dan Trah Kubon Tubuh. Trah PasehTelabah dan Kubon Tubuh menbangur
Genya dan Merajan lda Pedanda Nyoman Buluan. Selanjnhya membuat satu kesepqkaiar/S€naya
Perl'umpulan @asikian Pasubaya) dan selanjutrrya pada sad mulai meryukur untuk mernbangun Pua
Pematsan- Iebga Trah itu masing-masing mempurryai tugas yaitu :

- Dari Trah Pasek meqjadi Band€sa

- Dari Tmh Kubon Ttl:uhrtefiadi Panywikan
- Daii Trah Telabah menjadi Pemangku

Agar ada bukti dari sernua Trah maka dibangun pelinggih rnasing-masing Pedarman yaitu: di sebelah

selatan Merajan Agung, di bangrm Pelinggih Pedarman Pasek di sebelah lagiPedarman Telabah dan

Pedarman Kubon Tubulq semua Tmh itu dis€b'x Warga Pengarep. Seiring *altu nama Giri Kulak
Berubah menjadi Bukit Catu dan tepahya pada tahrrr 1%3 di bangun Pura Bale Agung sehingga

Pemaksan lengkap memiliki Pura Kahyangan Tiga dan berkembang menjadi Desa Adat mandhi yaitu

sekaraq disebut Desa AdaJ Bukit CaIr
Desa Adat Bukit Catu merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang
serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rurnah tangganya
seldi yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan
eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahur 2019 tentang Desa Adat di Bati.
Dalam perjalanan Desa Add Bukit Cahr teiadi pasang surd sistim keP/4furuan.
Mengacu pada Peratnran Daenh Provinsi Bali No. 4 ahun 2019 maka pada ban Redite Ununis Ulcir,

Icaka Wa6a 1943 Tfiggd hu Bdas bulan Wedrq tohun Duu Nbu Duo Puluh Sqlu
dilaksamhtrPannun Desa dengian Kes€paken kepuhsan sebagai Beriki :

1. Mengembalikan sistim kePraTznran Desa Adat Bukit Catu sep€rti dahulu sesuai Fakta yang
ada dan Sejanh Desa Adat Bukit Catu;

2. ]'ryjulu Desa A/a/ Bukit Catu terdahuluhanya ada Bandesa dan Panyalikan (Dwi Angga);
3. Mengacu poda Peratur"an Pemerintah Da€rah No 4 Tahun 2019 meka Prujuru Desa Adat

Bukit Catu wajib dilengkapi lagi D\a Prajuru yaitu Petajuh Barulesa dan Juru Raksa
(Catn Angga) ;

4. Sebagaimana point (1 dar 2) Mata Bandesa Adat berasal dari Trah Pasek Gelgel dan
Panyarikan Berasal dari Trah Arya Kubon Tubuht

5. Sebagaimana poin (3) Maka Barulesa wajib memilih Juru Rakta darl, Panyarikan wajrb
nr,eri],ilih P e t dj u h B ond e s a,
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6. Sebagaimana potn (5) Petajuh Barulesa dan Juru Ra,tra Berasal dai Krama Deso Mipil
(dlll.rar Trah Pasek Gelgel , Trah Arya Kuhon Tubuh).

Desa Adat Bukit Catu terdiri dari I (satu) Banjar Adat (Banjar Adat Bukit Catu).

Bahwa uraianjuga secam deskiptifketertuan hukum berikut I

l. Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2. Peraturar Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembann

Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 4);

3. Peratwan Gubemut Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat
diBali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahm 2019 Nomor 34):

4. Peraturan Gubemur Bali Nomor 4 Tahm 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);

5. Keputusar Parnna Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEPDA-
BALI/2o19 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);

6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun
2020;

7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov
Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 prihal Edaral tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat
atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19,

8. Awig-awigDesa Adat Bukt Calu: dan
9 - Bis na Tala caJ3 ngadegang Bandesa dar, Par.yarikan Desd Adat',

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, $aka Paruman
Desa Adat Bukit Catu yang dilaksanakan @d^ l$i Redite Wages, wuka Klurut, Iqaka Llarsa
1913, Mir'ggu Tanggal 19 Desember 2021, beftmpat di Wantilan Desa Adat Bukit Catu
memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Patarcm Desa Adat leriang Teta Cutd Ngadegang
Bdndesd Dan Prujuru Desa Adat dengetketentuan dan peogaturan sebagai berikut :

BAB I
KETENTI]AN UMI]M

Pasal 1

Dalam I'ararem irl,i yang dimaksud dengan:
1) Desa Adat adalah Desa Adat Bukit Catu:
2) Banjat Adat alau Banjar Suka Dukt batrat Adat diDesa Adat Bukit Catu;
3) Krama Desa Atlat adalah kdmo Mipil Desa Adat Bvkit C u,
4) Plajulu Desd Adar adalah Pengurus Desa Adat Bukit Catu;
5) Bandesa adalahPemucuk Pengurus Desa Adat Bukit Catu;
6) Prawartaka Ngarlegang adalahPar,iliaPemillhar, llandesa Adat dar Plajuru Desa Adal:
7) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat

di tingkat Provinsi, KabupateiKota, dan Kecamatan secara bedenjang yang memiliki tugas
dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumbq dari agama Hindu
serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan,
penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, buday4 sosial religius, kearifan lokal,
hukum adat, dan ekonomi adat:

8) Paluman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan teninggi menyangkut masalah
p nsip dan strategis di Desa Adat Bukit Catu;

9) Paraterfi adalah aturadkeputusan Pdruntun Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Atrig
atau mengatur hal-hal baru dar/atau menyelesaikan perkara adatlyicara di Dcsa Adat Bukit
Catu;

10) lVawidangan adalah wilayah Desa Adat Bukit Catu,
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BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(l) Pemilihan Bandesa dan P/ajuru Desa lda, dilaksanakan secara musyawarah dengan
berasaskan:
a- kawigundn,
b. padumpada,
c- manyama hroya,
d- sarwa ada,
e. sdfeng sdle g,

f. gilik saguluk,

8 Para sparo,
h- ulunglung rubalantaka

(2) Prirsip pelaksanaamya adalah adanya keseimbangan proses sekala dar, niskala.

BAB Itr
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(l) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedomar dan menjadi tuntunan bagi
Prowarlaka Ngadegang, Bandesa Adat d^n Prujna Desa Adat, paru Calon Projutu, d^n
Krama Desa Adat dalar'l, menjalani tahapan-tabzpan Ngadegang Bandesa dan Prajuru
Desa Adat secar.d mrrsyawarah mufakat;

Q) I'dla/ern ini benujua[ mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngafugang Barulesa
Adat, Panyatikon Desa Adat dar Praluru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin
yang mendapatkan kefrercayaan dan pengakuan dai Krama Desa Adat dan menjaga
eksistensi Desa Adat.

BAB IV
RUANG LINGIOP

Pasal 4

Ruang Lingkup Tfgadega ng Bandesa dan Prajuru Desa Adat melipnti :

d. Oryaiisasr Ptoita Desa Adat
b. Tahap Persiapan;
c. Tahap PenjaringatBakalCalot Bandesa Adat dan Prajwu Desd Adat;
d. Tahap Penetap@n Calonl
e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
f Tahap Pengesahao Bahltesa Adar daaPtqj ru Desa ArlatTerylrih; &a
g. Tahap Pengukuban Bandesa Adat dan Plajwu Desa Adat Terplllh.

BAB V
ORGAIIISASI PX,4JUT U DESA ADAT

Bagiai Pertana
Otgainisasi PrujuN Desa Adat

Pasal 5

(l) PrujuruDesa Adat seL-urang-kurangnya terdiri atas:
a. Bdrl.de-ro;

b. Patajuh;
c. Panyarikan;dotr
d. Juru Raksa.

(2) Baulesa adalah Pdmucuk Prajn Desa Adat:,
(3) Prajuru Desa Adot sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditarr]l],ah detryan Bhaga-bhaga

sesuai kebutuhan;
(4) Keputusan P,,a/uru Desa Adat be'sifai. Kolektif Kolegial.
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Mas Brkti Bandesa A.lol ds[, Prajwu Desa Adq,
Pasal 6

(l) Masa Balli Bandesa Adat dzn Prajuru Desa Adat adatah 5 (lima) Warsa lqaka meruttt
hitungan .rasr& terhitung sejak disahkannya melalui upacara p€ngukuhan dwr pajayan-
jayan;

(2) Banclesa Adat dar. Pdnyarikan dapat dipilih berturut-turut dengan jabatan yang sama pa&
setiap periode/masa bakti berikutnya.

(3) Petajuh dan Juru rakta dapa:L dipllih be.turut-turut dengan jabatan yang sama wtuk masa
bakti dua periode.

Bagian Kedua
Persyaratan Batrdes^ Adnt dan Prajuru Desa Adal

Pasal 7

Percyarulali, Ban lesa adalah sebagai beriL-ut :

a. Krama Ngarcp/Desa Adat dai terehan Puek;
b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah,

MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainny4 namun tetap mampu
menjaga independensi Desa Adat;

c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapon yang kuat dalam menjaga dan
memperjuangkan keberadaan dan kebe anjutan Desa Adaq

d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya,
tradisi Desa Adal dan fiadisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.

e. Bertempat iinggal dan bersedia tinggal di tyevida ganDesa Ad^t.
f. Memiliki Pengalamar sebagai Prujua kelembagaan Desa Adat atau kepadtiaan karya

D€sa Adat;
g. Memegang teguh Awig-Awig seia Perarem Desa Adal;
h. Ikut melaksanakan dan menjalankan Kegiatan-kegiatan Desa Adat Dengan baik
i- Ton ceda tmgtr4a, sehatjasmaii dan rohari;
j. Tidak Cacat Hukum Pemerintah atau Adatl
k. Tidak Cacat Adminrstrasr'
l. Sudah Menikah (Memilik'i Pasangan).
m. Bisa membaca dan menulis bahasa bali atau latin:
a. Tidal rneajadi anggotadaDlata\W guxt)s oryanisasi terlara[g:
o. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatar sejenis dalam Pemerintahan Desa

Dinas dan
p. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

Pasal 8

Pe$yarutal Panyarikan Desa Adat adalah sebagai berikul :

a- Krama NgareplDesa Adat adalah dari lelehal2 Kubon Tubuh;
b. Syarat-syarat yang lain sebagaimana pasal T hwufb sampai p:

Pasal9

Pe,syatutan ['etajuh Desa Adat dan Juru Roksa Desa Adat adalah sebagai berikut :

a. Krama Mtpil Desa Adat bensal dari krama clesa dan/atau \a?kil warga l)adia-Dadia dai
htar terehan wdrga Pasek dan Kubon'lubuh;

b. Syarat-syarat yang lain sebagaimana pasal 7 hurup b saopai p;
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R,dB \/I
PERSIAPAN

Bagian Pertama
Penyampaian Berakr,*r?I:i?Or"r*ra Praiuru Desa Adat

(1) Bandesa Desa Adal d,lr. Plajuru l)esd Adar wajib menyampaikan akan berakhimya masa

bahinya kepada Krama Desa Adat selambal-lbmbatnya 6 (enam) .Sasii sebelum

berakhimya masa bakti sebagai Bandesa Desa Adat dan Prajuru Desa Ad.it;
(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara tertulis dan disampaikar

kepada,Krarza De,sz selorrang-kurangnya melahi l' asangkepan Desa A dat.

Bagian Kedua
Pruwaftaka Ngadegang

Pasal I I

(1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk
Par{ia Pemilihan (P,,arra rtaka Ngadegang);

(2\ Prawurtuka Ngerlegazg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya
3 (tiga) Iiinr,l? sebelum berakhimya masa bafui darr Bandesa Adat dan Prujulu Desa Adat
dan ditetapkan dengan Kep.u,n)sar. Bandesa Adat;

(3) Prawartaka Ngadegang berjumlah minimal 3 orang, maksiml 9 orang dengan kompoisisi,
terdiri atas :

a) ManggalaKeiw Sapisanan Ane$aa,

b) Panyarikon/Sekrctais Sapisanan Angga, dar
c) lngga (Anggota).

(4) Manggla dar, l'anya ka Pruwdrtakd Ngadegang, dipilih secara musyawarah mufakat
oleh para anggota;

(5) l'laweflaka Ngadegang dapat berasal dari unsur SaDlu l)esa, Kelembagaan Desa Adat,
Prajuru Bantar Adat danlata]u wtsw K/ama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan
kecakapannya dan dipilih secara musyawanh mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur
masing-masing;

Pasal 12

Prawartaka Ngadegang mernpunyai tugas :

a. Mercncanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan;

b. Menyusun Jad*al Tahapan;
c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya k€p@da Maj€lis Desa Adat Provimi Bali

melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten4(ota dalam bentuk Softcopy mauprxr
Hardcopy',

d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapm Ngadegang lJandesa Arlat dan P/ajfiu Desa
Adat;
Memfasilitasi peqiaring;an dan pryairy;u bakal calon;
Menetapkan calon yang memenuhi persyajatan;
Memfasilitasi musyawarah para calon;
Memfasilitasi Paruman Desa Adat nnlnk melaksanakan Musyawaralq Bandesa A.lat
Menunjuk "/zrz Raf"sz Desa Adat danPafiyulikanMen]'].itrJi Petaiuh Banrlesa,

i- Membuat berita acara Pelaksanaa! dan Pelgesahan hasil Musyawarah dan Mufakat
Pemilihan,

j. Menyampaikan pemohonan penetapan dan pergtkrjf,tan Bandesa Adal dan Ptujbu Desa
Adat teryillhkepadaMajelis Desa Adat Prcvinsi Bali sesuai mekanisme yang diletapkan;

k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan darr pejaya-jcyaan.

f.
g.

h.
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BAB \/IT
TAHAPAN PELAXSANAAN

Begia! Pert{Da
Mekatrisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 13

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bazdesd Adet danbakal calon PraJuru desa adat lainnya
dilakukan secara bersafiaat afj]u simultan-

Pasal 14

(l) lrruvartaka Ng.idegarg menyeralrkan penjaringar pengusulan khusus bakal calon Barde,sa
Adat. ine,,]lal Dadia Pasek.

(2) l'ruwartaka Ngadegang menyerahkan penjaringan I'anyarikan Desa Adat diserahkan
melalui musyawarah intemai Dadia Kubon Tubuh;

(3) Hasil Musyawarah keluarga Dadia sebag"imar]E ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita
acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada Prawartaka Ngadegang;

Pasal 15

(1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari
terhihmg sejak sosialisasi dan/atau pemberitahrzll. oleh Ptavataka Ngadegang;

(2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringal pengusulan calot Bandesa Adat dar'
Panl,arikan Desa Adat sebagaimaru dimakud pasal 14 ayat (3) keD4d.a Plcvartaka

dilatsaoakan paliDg I'mh'r 8 {delapan) bari lerhiru,g sejak
sosialisasi/pemberitahuan oleh Pto,ala aka Ngallegang)

(3) Penyeruhan berita acara sebagaimana ayat (1) dan (2) diserahkan keqdz Prowataka
Ngaclegang

Bagian kedua
Musyawarah PeDilihan

Pasal 16

Pruwa aka Ngadegang menerima berita acara hasil penyaringan dan pengrsulan bakal calon
dari kelurga Dadia sebagaimana pasal I 5 ayat ( 1) dan (2):

Pasal l7

(l) Pruwa aka Ngadegang fierninla calor. Bandesa Adat dan Panyarikan Desa Adat untuk
melengkapi administrasi dengan membuat pemyataan did telah memenuhi persyamtan dan
siap mengabdikan diri serta memajukan Desa Adat;

\2) Ptotwrtaka Ngadegang mengundang Krama Desa Adat dalarn nngka menetapkan
Bandesa Adat dar, Panyarika Desa Adat',

Bagian Ketiga
Penetapan ProJu ru D€sa Adat

Pasal l8

ll) Paruman Desa Adal adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri
oleh selvuh krama desa adat sebagai bei,k,ut :

a. PlawartakaNgadeganE:
b. Calot Bandesa dan Panyarikan desa Adut;
c. Prajwu Desa Adat;
d. Sabha Desa dan Kertha Desa Adt ',

e- Prujuru Kelembagaan Desa Adat;
f. Prajuru Banjar Adat; dar'
g. Krama Desd.
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(2) Prawartaka Ngadegang membuat berita acara penetapao Barulesa Adat dar, Panyarikan
Desa Adat;

(3) Pra,aa aka Ngadega g merretapkan Batulesd Adal d$t Panyarika, Desa Adat;

Pasal 19

(l) Batulesa Adat dan Panyarikan Desa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk menunjuk
melengkapi pengisian struktur kePrdlatan Desa Adat;

(2) Pengisian lP'rsor,alla kePrajwuen lainnya sebagaimana ayal (1) Banrlesa Adat menunjuk
Juru Raksa. Pdhyafika Desa Adat r],tenunjvk PataJuh Desa Adal, dan dituangkan dalam
berita acara;

(3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat yang sudah ditetapkan dapat menunjuk dadatau
meminta kembali kepada masing-masing dadia wrlr.tk mengusultan caTon Prajuru ses'Jai
kebutuhan pada hari itujuga;

(4) Pengisian rf;.fsor\alia kePrajuruan dilakukan paling lambal 7 (tujuh) hai selelah Bandesa
Adat ditetapka1:,.

BAB VItr
PENGESAHAN 

',4I{DES,4 
ADAT DAN

PR4JURA DESA ADAT
Pasal 20

(1) Prawartaka Ngadegang menyampaikan hasil musyawarah dan mufakal pemilitar, Bandesa
Adat u,].lruk mendapatkan pengesahan l'ar&na Desa l.lar disaksikan oleh MDA
Kecamatan;

(2) Bandesa Adut ia[ Panyarikan Desa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian strullur
keP/ajuruanDesa Adat untuk selanjutnya disal*an oleh Paruman l)esa Adat;

(3) Pengesahan Bandesa Adot dar], Pr4ltnt Desd Adot yang dipitih dadalau ditetapkan
dituangkan dalam Berita Acan;

(4) Paruman Desa A.ldt scbagaimara dimaksud pada arat (l) dapat dihadi.i olch scluruh
k|afia desa, sebegai beflknl I

a. I'rawartakaNgadegang;
b. Bandesa Adat dan Pa yarika desa Adat terpilih;
c. Pralnu Deso Adat terpilih lainnya;
d. Sabha De<o dan Kertho De:o Adat;
e. Plo|utu KelembagaaD Desa Adal;
f. Prdjutu Banjot Addt; dan
g. Kraha Desd Adat.

Pasal 21

Parut an Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dihadiri oleh p€ninjau da.i
MDA Kecamatan, atau pihak lain yang mendapat izin d^i Provdrlaka Ngrdegang-

BAB D(
PENGIIKIJEAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu
Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal22

(l\ Prowataka Ngadegang menyampaikan Permohonan Peneditan Suat Keputusan
Penetapan dan Pengukuhat Pnyuru Desa Adat yalg telah ditetapkan secara musyawarah
mr;f,akal (gilik-saguluk, parusparo) dan disalrkan olet' Pantman Desa Adat kepadv lrg)A
Provinsi Bali, selambatJambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacan
pengn].uhat\ da., Paj ata-J**adn:

(2) Permolrcnan sebagaimana dimaksud pada ayd (l) ditujukan keqla Bandel<l Afaa+g tr{DA
Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.



Bagian Kedua
Pengukuhatr, PajaJ,'4 jalaafl, dan Penvgat Ayah

Pasal 23

(l) Peretapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dart |'rujutu l)esa Adat berdasarkan Surat
Keputusan MDA Provinsi Bali.

(2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh
Prawartaka N&tdegafig;

Q) Pejaya-luyaan dilaksanakan di Pura Puseh Desa Adat pada Pulruna sasih Kadasa di Puput
oleh Sulinggih;

(4) Pada saat Wlaksanaar, pdjaya-jayaan Prujwu baru, juga dilaksanakan secara bers.rmaan
npacafa peheg.tt aya,lz untuk Prajuru lan].a dengan dipuput oleh Sulinggih atau marut
dresta sebagaimana dimaksud ayat (3),

(5) Pelaksanaan Pezgukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang
bersamaan atau dapat dilaksanakan Fda hari yang berbeda;

BAB X
PERSELISIHAN

Pasal 24

(l) Keberatan terhadap tahapan n4adeEang Bdnllesd Adat d^pat dilah*an oleh krama ngarep
yang memlllki hak pasrard atau calon dan disampaikan kepada ,(e hd Desa at,::] l'rujuru
Desa Adat pallnglarllla 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan,

(2) Kertha Deso atan Pruju/u Desa Adat yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam
wal-tu selambat-lambatnya 3 (liga) hari s€jak keb€ratan diterima;

(3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka
akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan;

(4) Penyelesaian terhadap permasalahan yan! terjadi dalam setiap tahapn ngadegang Bandesa
Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufskat b€rdasarkan asas

BAB XI
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 25

(l) Bandesa Adal P/aJrru Desa Adat berheiti karena:
Menggundurkan diri;
Meninggal Dtmia
Diberhentikan karena bersalah melanggar I vig-aw ig Desa Adat,
Habis masa balti/Irrug Sengker Pengadegan.
Wajib mengudurkan diri apabila istri meninggal atau c€rai, k€cuali masih dibutuhkan
oleh krama alas dasu hasil keputusan Pan,zan.

(2) Bila dalam masabakirrya Barulesa Adal berhenti karena meninggal dunia, mengwrdurkan
diri atau dib€rhentikan, maka Desa Adat wajib melaksanakan Parzza, Desa dan meminta
Dadialkelvatga bersangl'-utan agar adz yang menggantikan sesuai keputusan Pa,"uman
Darlia yatg disampaikat dalam Paruman Desa Adat dan ditangkan dalam berita acara;

(3) Bila dalam masa baktinya Panyarikm Desa Adat berhenti karena meninggal dunia,
mengundurkan diri atau diberhentikan, maka Desa Adat wajib melaksarpkat Paruman
Desa dan meminta Dadialkeluatgd bersangkutan agar ada yang menggantikan sesuai
kepst\tsaj] Parunan Dadia yang disampaikan dalam Pdruman Desa Adat dan dituangkan
dalam be ta acara;

(4) Bila dalam r],],asa baktinya l'atajuh Barulesa adat dar' Junt Raksa meninggal dunia atau
mengundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalti mekantsmq Bantlesa Adat
mengusulkan nama pengganti dalam Paraman Desa ldat dan dituangkan dalam be ta
acala dan diketaiui oleh Sabha Desa;

(5) Prajuru Desa Ad,r, mohon Surat Keputusan Perubahan atas PenetapanPengtktthan Prujuru
kepada MDA Provinsi Bali.
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BAB XII
KETENTUAI\I Pf,NUTUP

Pasal 26

(l) Berhubung masih penyelarasan Woses Pardrem, Bandesa Adat belum bisa dipilih dan
dilanlik pada Pumama Sdsih Kapitu ses]!6i dengan masa baktinya;

(2) Karena itu jabatan Bandesa Adat Bukit Catu diperpanjang hingga dilaksanakan p€jaya-
jayaan dar pengukuhan pada Pumdma Sasih Kedasa.

Pasal2T

Hal-hal yang belum diatv dalan Parurem ini, sepanjang tidak beftr.fi^ngan dengan Avig-dwig
daJi Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keprlf!;san Praluru atau keputusan Prawartaka
Ngadegang.

Pasal 28

ParalernDesa Adal ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
Agar Kruma Desa Ada, mengetalui dan memahaml Pantrem r.ti, rn ka Pralura DesaAdat
berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal:
Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau
kebuhhan Desa Adat, maka Pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana
mestinya.

(I WAYAN BERLIN)
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t2)

(3)
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